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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Setiap perjalanan hidup yang dijalani setiap orang memiliki kisah 
tersendiri, satu hal yang harus diingat, Tidak ada orang yang beruntung 
dengan apa yang telah ia dapatkan. Sebelumnya iya sudah pasti bekerja 









Skrispsi ini ku persembahkan kepada: 
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Ayah dan Ibuku tercinta, 
Adik-adikku yang kusayangi, 












PERFORMANCE MEASUREMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF 
SPENDING BUDGET USING THE VALUE FOR MONEY METHOD 





 This study aims to determine the performance of the budget execution of 
the Riau Province Public Works and Spatial Planning Agency as measured by 
using the value for money method. 
 This type of research is a case study. The data collection technique used 
is documentation. In this study, the measurement of the economic level compares 
the realized funds used with the budgeted funds. The efficient level uses a 
comparison of the output and input from the data. The report recapitulates the 
physical and financial realization of the implementation of the Riau provincial 
APBD spending activities for the 2019 budget year of the Public Works and 
Spatial Planning Office, while the efficient level compares the outcomes and 
outputs where the outcome value is the impact of the work achievement of each 
activity. 
 The results of the study indicate that the performance of the Road and 
Bridge Construction Program in 2019 is included in the economic, efficient, and 
effective category of the total results, but there are some activities that are 
ineffective so that the level of effectiveness becomes ineffective. But whether it is 
effective or not, there are several factors that cause it to occur, such as: scarcity 
of materials. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja atas pelaksanaan 
anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yang 
diukur dengan menggunakan metode value for money. 
Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dokumentasi. Dalam penelitian ini, pengukuran tingkat 
ekonomis membandingkan antara realisasi dana yang digunakan dengan dana 
yang dianggarkan. Tingkat efisien menggunakan perbandingan output dan input 
dari data Laporan rekapitulasi realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan 
belanja APBD provinsi Riau tahun anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang, sedangkan tingkat efisien membandingkan outcome dan output 
dimana nilai outcome adalah dampak dari pencapaian kerja setiap kegiatan. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja Program Pembangunan 
Jalan dan Jembatan tahun 2019 masuk dalam kategori ekonomis, efisien, dan 
efektif dari hasil total keseluruhan, tetapi ada beberapa kegiatan yang tidak efektif 
sehingga untuk tingakatan efektivitas menjadi tidak efektif. Tetapi efektif atau 
tidaknya ternyata ada beberapa faktor yang meyebabkan itu terjadi seperti: 
langkanya bahan material. 
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1.1 Latar Belakang 
Perkembangan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal sangat 
berpengaruh terhadap kerberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam  
mencapai tujuan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Dalam rangka 
meningkatkan kinerja, diperlukan serangkaian  proses manajemen kinerja yang 
dimulai dari merencanakan kinerja hingga mengevaluasi kinerja. Pemerintah 
daerah harus melakukan pengotimalisasian anggaran yang dilakukan secara 
ekonomis, efesien, efektif, dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Melalui suatu pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah  
akan  lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya 
yang dikelolanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah 
dilaksanakan dalam perencanaan strategis yang dapat menunjukkan 
perekonomian. Dengan  memajukan perekonomian maka akan menciptakan 
efesiensi, dan peningkatan aspek finansial daerah (pendapatan perkapita, serta 
pertumbuhan sektor industry dan lain-lain). Dengan adanya pengukuran kinerja 
secara komprehensif yang meliputi indikator sumber daya yang digunakan, 
keluaran hasil yang bermanfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat serta 
memperhitungkan dampak langsung maupun tidak langsung dari setiap kebijakan 
atau program yang dilaksanakan yang dapat terwujudnya akuntanbilitas kinerja. 
Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor 




publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal. Tuntutan 
yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan ekternal yang 
dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. 
Organisasi sektor publik didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan 
yang baik dan mengutamakan kepentingan umum untuk kesejahteraan 
masyarakat. Organisasi sektor publik diharapkan dapat menetukan strategi dalam 
mengembangkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat. 
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi publik disebabkan 
karena masih kurangnya profesionalisme petugas instansi pemerintah dalam 
memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu kewajiban 
yang harus disediakan dan diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. 
Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri 
dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, 
sehingga memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan 
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaporkan penggunaan 
anggaran kepada masyarakat untuk menilai akuntabilitas dan kinerja organisasi 
sektor publik. 
Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahkan tugas menjalankan roda 
pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban keuangan daerah nya untuk dilihat apakah pemerintahan 




Pengukuran kinerja adalah faktor penting di dalam suatu organisasi, 
termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat 
diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan 
publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk 
dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. 
Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisien dan efektif organisasi sektor 
publik dalam pemberian pelayanan publik. 
Kinerja pemerintah dapat diukur dengan menggunakan salah satu cara yaitu 
metode value for money. Kinerja pemerintah yang diukur dengan metode value 
for money tidak hanya dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja,melainkan 
harus mempertimbangkan input, output dan outcome yang digunakan secara 
bersama-sama. 
Hasil pengukuran kinerja sektor publik harus dilaporkan dalam bentuk 
laporan pertanggungjawaban kinerja. Pada laporan kinerja tersebut memperoleh 
hasil pengukuran yang objektif dan menyeluruh. Dalam penelitian ini yang 
digunakan dengan metode Value for Money terdapat tiga elemen utama yang 
dinilai yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. 
Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor 
publik karena kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi output yang dihasilkan 
saja, tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan input, output, dan 
outcome secara bersama-sama. Value for Money merupakan konsep pengelolaan 
organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, 




kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisien berarti pencapaian output 
yang maksimum dengan input tertentu, sedangkan efektif berarti tingkat 
pencapaian hasil program dengan target yang ditetapan. 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau 
merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam sektor publik 
dibidang jasa dan kontruksi. Organisasi sektor publik sedang mengalami tekanan 
untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan dampak negatife dari 
aktivitas yang dilakukan karena akan berdampak pada pengeluaran yang cukup 
besar dalam anggaran belanja rutin. 
Dinas PUPR Provinsi Riau adalah  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang yang terbentuk setelah ditetapkannya UU darurat No. 19 Tahun 1957, 
kemudian diundangkan dengan UU no. 61 Tahun 1958. Pada mulanya, Dinas 
PUPR bernama Departemen Pekerjaan Umum, yaitu  lembaga pemerintah yang 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelum berubah  menjadi Dinas 
Pekerjaan Umum (PU), Dinas PU pada tahun 2000-2004 sempat bernama 
Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah, yaitu termasuk dalam 
kementerian Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum, 
dan pada tahun 2016 sempat bernama Dinas Bina Marga. 
Dinas PUPR merupakan lembaga yang  bernaung dibawah pemerintah yang 
aktivitasnya tidak terlepas dari penganggaran. Dengan semakin besar tingkat 
kebutuhan  masyarakat, seperti sarana pelayanan publik, PUPR dituntut untuk 
mengembangkan organisasinya seefesien dan sefektif mungkin. Untuk itu, 




pelayanan publik guna meningkatkan kepercayaan publik dengan meningkatkan 
kinerjanya. (Kholidah and Martini,2014). 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bapak Dadang Eko 
Purwanto mengatakan beberapa isu yang menjadi perhatian bersama dalam 
pembangunan di Riau. Isu tersebut ialah masalah air, pengelolaan tempat sampah, 
pasar, pembangunan kampus yang mangkrak dan kawasan kumuh. Menurut 
Dadang, beberapa masalah ini menjadi hal yang sangat penting untuk segera 
diperhatikan oleh pemerintah provinsi daerah dan pusat. 
Pembangunan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di sejumlah 
daerah di kabupaten/kota di Riau seperti rusak ringan, rusak sedang dan rusak 
berat, menurut Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Dinas PUPR 
Riau, Yunan Haris dikarenakan masih minimnya anggaran Pemerintah Provinsi 
Riau untuk melakukan perbaikan infrastruktur sejumlah ruas jalan kabupaten/kota 
di Riau. Jumat (29/3).Riau Pos 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, 
Dadang Eko Purwanto mengakui lebih separuh jalan milik Provinsi Riau 
mengalami kerusakan, mulai dari sedang hingga kerusakan berat. Tetapi menurut 
dadang, dalam penganggaran tahun ini, sudah dialokasikan dana sebesar Rp 430 
miliar untuk perbaikan jalan-jalan rusak tersebut. Sedangkan untuk pemeliharaan 
jalan sudah disediakan pada angka dibawah Rp 200 miliar, dengan pagu 
tersendiri. “Memang Persentase kerusakan jalan  milik provinsi itu besar, “kata 




Menurut Bapak Dadang, tahun ini prioritas pembangunan jalan berada di 
daerah-daerah yang menghubungan antar provinsi. Diantaranya, Riau berbatsan 
Sumut dan Riau berbatsan Sumbar, serta daerah-daerah tujuan wisata. “Tahun ini 
pembangunannya di Simpang Manggala-Pujud, Rohil. Di sana ada banyak jalan-
jalan yang rusak”(28/3/2018).KlikRiau.com 
Bupati Rohil meminta kepada Dinas PUPR untuk menindaklanjuti kondisi 
Ruang jalan lintas Kecamatan Kubu dan Kecamatan Kubu babussalam yang 
mengalami kerusakan. Kerusakan jalan lintas diakibatkan tingginya curah hujan 
yang membuat ruas jalan tersebut mengalami kerusakan. Akibatnya menimbulkan 
dampak sosial lainnya bagi masyarakat seperti langkanya pasokan bahan 
kebutuhan pokok dan beberapa kebutuhan lainnya (12/01/2020).HalloRiau.com 
Dari beberapa isu yang terjadi, masih banyak kinerja untuk pembangunan 
dan infrastuktur jalan yang belum terselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang. Seperti yang dijelaskan diatas masih banyak jalan yang perlu 
perbaikan secara totalitas, begitu juga masalah pembangunan. 
Pengukuran kinerja pada Dinas PUPR Provinsi Riau dilihat dari 
anggarannya, hanya membandingkan anggaran belanja dan realisasinya, sehingga 
apabila realisasi biaya lebih besar pada dari anggaran yang ditetapkan maka 
dinyatakan tidak berhasil, sebaliknya apabila realisasi belanja lebih kecil dari pada 
anggaran yang telah ditetapkan maka dinyatakan berhasil. Fenomena yang terjadi 
pada Dinas PUPR Provinsi Riau yaitu kinerja pada instansi tersebut dalam  




maksudnya anggaran masih kurang efektif, efesien dan ekonomis, itu dilihat dari 
data yang ada. 
Tabel 1.1 
Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Belanja APBD Provinsi Riau 
Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi 
Riau 
Posisi s/d 31 Desember 2019 
No Nama Bidang / 
Program 
Anggaran Realisasi Sisa 
1 Sekretariat   11.760.062.300   10.099.450.118   1.660.612.182 
2 Pembanguna Jalan dan 
Jembatan 
489.622.018.654 417.662.977.547 71.959.041.106 
3 Preservasi Jalan dan 
Jembatan 
118.975.430.239 116.721.326.411   2.254.103.828 
4 Sumber Daya Air   24.948.281.781   24.191.525.833      756.755.947 
5 Air Minum Penyehatan 
Lingkungan 
   95.624.829.403   69.001.311.606  26.623.517.796 
6 Pentaan Bangunan   134.172.972.123 101.156.672.938  33.016.299.185 
7 Tata Ruang       1.458.457.100        998.279.941       460.177.159 
8 UptPeralatan 
Konstuksi 
      4.919.838.000     4.008.170.015       911.667.985 
9 Upt Labor       2.920.000.000     2.759.899.218       160.100.582 
10 Upt Pengelolalaan Air 
Minum 
      9.197.070.900     3.455.283.167    5.741.787.733 
11 Upt Jalan Jembatan 
Wilayah 
    16.790.338.300   15.682.269.500    1.108.068.800 
12 Upt Jalan Wilayah dan 
Jembatan 11 




13 Upt Jalan dan 
Jembatan 111 
   15. 669.615.000   14.996.770.200       672.844.800 
14 Belanja Langsung 
(BLL) 
  948.823.593.800 810.938.348.874 137.885.244.926 
15 Belanja Tidak 
Langsung (BTL) 
     67.290.218.354   64.017.070.272     3.273.148.082 
16 Total Belanja Dinas 
Pupr 
1.016.113.812.155 874.955.419.146 141.158.393.008 
 
Berdasarkan tabel diatas pada anggaran Dinas PUPR Provinsi Riau tahun 
2019 dapat dilihat dari total keseluruhan mengalami selisih positif karena realisasi 
anggaran tidak berbanding dengan yang ditetapkan. 
Anggaran yang masih banyak berlebih tidak dimanfaatkan secara maksimal 
oleh Dinas PUPR, dari yang disampaikan oleh kepala dinas banyak pembangunan, 
masalah air, juga pembangunan jalan yang belum terselesaikan. Dari sisa 
anggaran yang ada tidak digunakan untuk masalah yang terjadi. 
Penulis menarik kesimpulan dari beberapa fenomena yang terjadi dan dilihat 
dari pengganggaran dana yang ada masih banyak dana yang tersisa sedangkan 
pembangunan dan infrastruktur jalan masih banyak yang belum terselesaikan. 
Dari fenomena ini, maka mendorong penulis mengadakan penelitian bagaimana 
kinerja dan pelaksanaan anggaran belanja dari Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Provinsi Riau pada bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan jika 
diukur dengan konsep 3E, ekonomis, efisien dan efektif. Berdasarkan uraian 
diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 




Menggunakan Metode Value For Money (Studi Pada Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 
maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana 
kinerja atas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Provinsi Riau jika diukur dengan  menggunakan metode value for money? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja atas pelaksanaan 
anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yang 
diukur dengan menggunakan metode value for money. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang di dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Dinas PUPR Provinsi Riau 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun umpan 
balik terkait penilaian yang dicapai oleh Dinas PUPR Provinsi Riau dalam 
melaksanakan program atau kegiatan secara ekonomis, efisien, fan efektif. 
2. Bagi Uin Suska 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan 
bahan referensi serta informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang 







Hasil dari penelitian ini bermanfaat dapat menambah ilmu pengetahuan dan 
wawasan penulis. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Dalam memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang 
akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan membagi dan 
menguraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai 
berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada Bab ini meguraikan secara garis besar tentang judul 
penelitian, latar belakang, rumusan masalah,  tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Pada Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan 
dengan penelitian. Teori ini digunakan sebagai acuan untuk 
pembahasan masalah. 
BAB III  : METODE PENELITIAN  
Pada Bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi 
dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, operasional 







BAB IV : HASIL PENELITIAN 
Pada Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian 
yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan mengenai 
hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh dari penelitian 
yang dilakukan. 
BAB VI  : PENUTUP 
Penulis membuat kesimpulan dan saran sebagai masukan yang 
diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan 






















2.1.1 Pengertian Kinerja 
Menurut Mangkunegara (2016:67) istilah kinerja berasal dari kata job 
performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 
yang dicapai seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya Mangkunegara (2016:67). 
Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang megacu dan diukur selama periode 
waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan 
sebelumnya (Edison,2016:19). 
Secara umum kinerja dapat diartikan sebagai keseluruhan proses bekerja 
dari idividu yang hasilnya dapat digunakan landasan untuk menetukan apakah 
pekerjaan individu tersebut baik atau sebaliknya (Roziqin,2014:14). Kinerja 
adalah suatu tingkat dalam pencapain dari pelaksanaan kegiatan atau program 
untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi atau perusahaan 
menurut Kristanti (2016). 
Kinerja adalah setiap organisasi  dalam lingkup kecil atau besar 
mempunyai pemikiran yang positif maupun non positif mempunyai tujuan yang 
tinggi untuk mencapai kinerja yang lebih baik (Tampubolon, 2014). Kinerja 
adalah tentang apa yang dikerjakan seseorang dan akan membawahkan sebuah 




yang bersifat positif  maupun tidak yang dihasilkan selama priode waktu yang 
ditentukan (Fahmi, 2013). Kinerja adalah hasil kinerja seseorang individu atau 
kelompok didalam suatu industri untuk mencapai tujuanya sesuai dengan 
tanggung jawabnya dan wewenang , sesuai moral dan tidak melanggar hukum 
(Nursalam, 2015). 
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, defenisi kinerja sebagai hasil 
kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas 
individu tersebut dalam suatu organisasi yang dihubungkan dengan suatu ukuran 
nilai atau standar tertentu dari organisasi dimana individu bekerja. 
2.1.2 Indikator Kinerja 
Berhasil atau tidaknya kinerja yang telah dicapai oleh organisasi tersebut 
di pengaruhi oleh tingkat kinerja karyawan secara individual maupun secara 
kelompok. Dengan asumsi semakin baik kinerja karyawan maka kinerja 
organisasi akan semakin baik pula. Menurut Setiawan (2014:147) untuk 
mengukur kinerja dapat menggunakan indikator-indikator sebagai berikut: 
a. Ketepatan penyelesaian tugas 
Merupakan pengelolaan waktu dalam bekerja dan juga ketepatan 
karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. 
b. Kesesuaian jam kerja 
Kesediaan karyawan dalam mematuhi peraturan perusahaan yang 






c. Tingkat kehadiran 
Jumlah ketidak hadiran karyawan dalam suatu perusahaan selama periode 
tertentu. 
d. Kerjasama antar karyawan 
Kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam 
menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan 
hasil guna yang sebesar-besarnya. 
e. Kepuasan kerja 
Karyawan merasa puas dengan pekerjaan yang menjadi tanggung 
jawabnya dalam perusahaan. 
Menurut Hersey, Blanchard dnan Johnson dalam Wibowo (2013:102) 
terdapat tujuh indikator kinerja:  
a. Tujuan   
Tujuan menunjukkan ke arah mana kinerja harus dilakukan atas dasar 
arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Kinerja individu 
maupun organisasi dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang 
diinginkan. 
b. Standar 
Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat 
dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. 
Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang 






c. Umpan Balik 
Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur 
kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan 
balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat 
dilakukan perbaikan kinerja. 
d. Alat atau sarana 
Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan 
Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan  yang spesifik tidak dapat dilakukan 
dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. 
e. Kompetensi 
Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 
menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi 
memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan 
pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 
f. Motif 
Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan 
sesuatu, tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan 
berjalan. 
g. Peluang 
Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi 
kerjanya. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih 




Lebih lanjut LAN-RI dalam Pasolong (2011:177) menyebutkan ada 
lima indikator kinerja yang dapat dijadikan sebagai gambaran tingkat 
pencapaian suatu sasaran atau tujuan suatu organisasi, yaitu antara lain: 
a. Indikator masukan (inputs) 
Adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat 
berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini berupa dana, sumber 
daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan, dan 
sebagainya. 
b. Indikator keluaran (outputs) 
Adalah sesuatu yang dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau 
non fisik. 
c. Indikator hasil (outcome) 
Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran 
kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). 
d. Indikator manfaat (benefits) 
Adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 
e. Indikator dampak (impacts) 
Adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada 
setiap tindakan indicator berdasarkan asumsi yang ditetapkan. 
2.1.3 Pengukuran Kinerja 
Wibowo (2013:229) menjelaskan bahwa pengukuran terhadap kinerja 
perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat 




sesuai jadwal waku yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai 
sesuai dengan yang diharapkan. Untuk melakukan penilaian tesebut diperlukan 
kemampuan untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja. 
Pengukuran kinerja hanya dapat dilakukan terhadap kinerja yang nyata dan 
terukur. Apabila kinerja tidak dapat diukur, tidak dapat dikelola. Untuk dapat 
dapat memperbaiki kinerja, perlu diketahui seperti apa kinerja saat ini. Apabila 
deviasi kinerja dapat diukur, dapat diperbaiki. 
Menurut Robertson dalam Mahsun dkk, (2013:2014), Pengukuran 
kinerja (performance measurement) adalah suatu proses peniliain kemajuan 
pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, 
termasuk informasi atas: efisien penggunaan sumber daya dalam menghasilkan 
barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa 
diserahkan kepada pelanggan dan sampai  seberapa jauh pelanggan terpuaskan); 
hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diingikan; dan efektiF tindakan 
dalam mencapai tujuan. 
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan, pengukuran kinerja 
merupakan penilaian pencapaian tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi untuk 
membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur 
finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja dapat dijadikan alat ukur menilai 
sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh sektor publik pada periode tertentu 
dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya.  
Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atau penilaian terhadap pencapaian 




kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi mengenai hasil pengukuran 
ini juga akan menjadi referensi dalam penentuan standar kinerja untuk masa yang 
akan datang. Nilai besaran target yang menjadi acuan pencapaian pada periode 
berikutnya juga bertumpu pada hasil pengukuran kinerja yang dilakukan. 
2.1.4 Tujuan Pengukuran Kinerja 
Tujuan pengukuran kinerja yaitu untuk memotivasi karyawan dalam 
mencapai sasaran organisasi san dalam mematuhi standar perilaku yang telah 
ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. 
Adapun tujuan umum pengukuran kinerja adalah: 
1. Untuk menetukan kontribusi suatu bagian dari perusahaan terhadap organisasi 
secara keseluruhan. 
2. Memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja masing-masing. 
3. Memotivasi para manajer  untuk mengoperasikan divisinya secara konsisten 
sehingga sesuai dengan tujuan pokok perusahaan. 
Pengukuran kinerja menurut Mardiasmo dalam Sinambela (2012: 187) 
mempunyai tiga tujuan, yaitu:  
a. Membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokus pada tujuan dan 
sasaran program unit kerja.   
b. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.   







2.1.5 Elemen Pokok Pengukuran Kinerja 
 Menurut Mahsun dkk. (2013:142), menjelaskan bahwa terdapat elemen-
elemen pokok dalam pengukuran kinerja antara lain: 
a. Menetapan tujuan, sasaran dan strategi organisasi. 
 Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara eksplisit) tentang 
apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang 
sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. 
Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai 
tujuan atau sasaran. Tujuan sasaran dan strategi tersebut ditetapkan dengan 
berpedoman pada visi, misi oeganisasi. 
b. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja 
 Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung 
yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.Ukuran 
kinerja mengacu pada pada penilaian kinerja secara langsung.Indikator 
kinerja dan ukuran ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian 
tujuan, sasaran dan strategi. 
c. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi. 
 Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah 
membandingkan hasil actual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah 
ditetapkan. Analisis antara hasil actual dengan indikator dan ukuran kinerja 
ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif, atau 
peyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah 




ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum 
berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang telah 
ditetapkan. Penyimpangan nol berarti kegiatan sudah berhasil mencapai atau 
sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. 
d. Evaluasi kinerja 
 Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi 
mengenai kinerja yang telah dicapai organisasi. Informasi capaian kinerja 
dapat dijadikan sebagai: 
1. Feedback, yaitu pengukuran terhadap capaian kinerja dijadikan dasar 
bagi manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada 
periode berikutnya. 
2. Penilaian kemajuan organisasi, merupakan pengukuran kinerja yang 
dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai 
kemajuan yang telah dicapai organisasi. Kriteria yang digunakan untuk 
menilai kemajuan organisasi ini adalah tujuan yang telah ditetapkan. 
Dengan membandingkan hasil actual yang telah dicapai dengan tujuan 
organisasi yang dilakukan secara berkala maka kemajuan organisasi 
biasa dimulai. 
3. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, 
merupakan pengukuran kinerja menghasilakan informasi yang sangat 






2.2 Organisasi Sektor Publik 
2.2.1 Pengertian Organisasi Sektor Publik 
 Dalam  kehidupan sehari-hari, keberadaan organisasi sektor publik sangat 
dekat dan dapat dilihat disekitar kita, instusi pemerintahan, partai politik, ta’amir 
masjid, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas, adalah contoh organisasi sektor 
publik yang mudah ditemui dalam keseharian masyarakat (Nordiawan: 2010). 
Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan 
umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak 
atau pendapatan negara yang diatur dengan hukum Menurut Mahsun (2014:14). 
 Dapat disimpulkan bahwa organisasi sektor publik merupakan organisasi 
yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada 
masyarakat, organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan 
penyediaan barang dan jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan hak 
publik. 
2.2.2 Pengukuran Kinerja Sektor Publik 
 Menurut Mahmudi (2010) kinerja diartikan sebagai salah satu konstruksi 
yang bersifat multidimensional dan pengukurannya sangat bergantung pada 
kompleksitas faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhinya, antara lain: 
a. Faktor personal/individu, meliputi: pengetahuan, skill, kepercayaan diri, 
motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. 
b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, 





c. Faktor tim, meliputi: kualitas dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam 
satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan 
kekerabatan anggota tim. 
d. Faktor sistem, meliputi: sistem kinerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang 
diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja organisasi. 
e. Faktor kontekstual/situasional, meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan 
eksternal dan internal organisasi. 
 Pengukuran kinerja merupakan bagian penting bagi proses pengendalian 
manajemen bagi sektor publik, menurut Mahmudi (2010) terdapat enam tujuan 
dalam pengukuran kinerja sektor publik yaitu : 
a. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. 
b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. 
c. Memperbaiki kinerja pada periode berikutnya. 
d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan 
reward dan punishment. 
e.  Memotivasi pegawai. 
f. Menciptakan akuntabilitas publik 
 Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas 
organisasi sektor publik dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik 
dan tepat sasaran (Koufteros et al., 2014). 
2.2.3 Aspek-Aspek Pengukuran Sektor Publik 
 Organisasi sektor publik memiliki sifat dan karakteristiknya yang unik, maka 




tidak hanya tingkat laba, tidak hanya efisiensi dan juga tidak hanya ukuran 
finansia. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek antara 
lain (Mahsun, dkk,2011:148) :  
a. Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 
b. Kelompok proses (process) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, 
ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. 
c. Kelompok keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat 
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (tangible) maupun tidak 
(untangible). 
d. Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek 
langsung. 
e. Kelompok manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akkhir 
dari pelaksanaan kegiatan. 
f. Kelompok dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif 
maupun negative. 
2.3 Value for Money  
2.3.1 Pengertian Value for Money  
 Value For Money merupakan suatu konsep untuk menilai kinerja suatu 
organisasi sektor publik yang tidak hanya di tinjau dari aspek keuangan saja, 
tetapi juga dapat diinjau dari non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan 




untuk mengukur ekonomis, efisien dan efektif kinerja program, kegiatan dan 
organisasi. Konsep value for money adalah konsep yang penting dalam organisasi 
sektor publik sehingga sering kali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja 
sektor publik (Ardila; 2015). 
 Menurut Nordiawan, dan Hertianti (2010:160), Value for money 
merupakan indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran 
(dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. 
Mahmudi (2010:20) mendefinisikan value for money sebagai penghargaan 
terhadap nilai uang, hal ini berarti bahwa setiap rupiah harus di hargai secara 
layak dan di gunakan sebaik-baiknya. Value for money merupakan inti 
pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja 
pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan semata, akan tetapi 
secara terintegrasi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara 
bersama sehingga benar-benar menggambarkan kinerja pemerintah yang 
sesungguhnya.   
 Value for money adalah inti dari pengukuran kinerja di dalam organisasi 
sektor publik karena kinerja pemerintah harus mempertimbangkan masukan, 
keluaran, dan proses dan tidak bisa menilai dari keluaran yang dihasilkan saja 
(Naim, 2013). Mencapai value for money menjadi pertimbangan yang lebih 
mendesak, terutama untuk organisasi sektor publik dan organisasi lainnya yang 
memegang aset infrastruktur fisik (MacDonald et al., 2013).Barnett et al. 
(2010), menganggap value for money sebagai istilah yang umumnya digunakan 




Value for money dapat dianggap sebagai penggunaan sumber daya yang optimal 
untuk mencapai hasil yang diinginkan (Watermeyer, 2013). 
2.3.2  Tujuan Value For Money 
 Tujuan pelaksanaan value for money adalah, ekonomi: hemat  cermat dalam 
pengadaan dan alokasi sumber daya. Efisiensi: Berdaya guna dalam penggunaan 
sumber daya. Efektivitas: berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.  
Tujuan lain yang dikehendaki terkait pelaksanaan value for money adalah : 
1. Meningkatan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang 
diberikan tepat sasaran.  
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.  
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan 
terjadinya penghematan dalam penggunan input.  
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.  
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai 
akar pelaksanaan akuntanbilitas publik. 
2.3.3  Pengukuran Kinerja Value For Money 
 Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atau penilaian terhadap pencapaian 
pelaksanaan kegiatan suatu organisasi berdasarkan tujuan, sasaran, standar dan 
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi mengenai hasil pengukuran 
ini juga akan menjadi referensi dalam penentuan standar kinerja untuk masa yang 
akan datang. Nilai besaran target yang menjadi acuan pencapaian pada periode 





2.3.4 Konsep Umum Value For Money 
 Tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi yang 
berorientasi laba (swasta) maupun organisasi nonprofit (sektor publik) adalah 
konsep 3E yang meliputi penelitian efisien, efektif, ekonomis. Efisen dan efektif 
anggaran belanja merupakan salah satu prinsip utama dalam menyelenggarakan 
anggaran belanja suatu organisasi sektor publik agar dapat memberikan pelayanan 
dan kesejahtraan yang maksimal.Indikator kinerja dalam suatu organisasi yang 
menggambarkan pencapaian tingkat pelayanan pada biaya ekonomis yang terbaik 
(economical cost). Ini berarti unit biaya yang terendah tidak selalu 
menggambarkan value for money (3E) yang terbaik karena dengan biaya yang 
termurah tidak selalu merupakan yang terbaik. 
2.3.5 Kerangka Konseptual 
 Pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk menilai 
keberhasilan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, keberhasilan organisasi 
dinilai dari kemampuan organisasi dalam menyediakan pelayanan publik yang 
lebih baik. Pelayanan publik yang lebih baik akan meningkatkan kepercayaan dan 
dukungan publik kepda organisasi sektor publik. Kinerja suatu organisasi dinilai 
baik jika organisasi tersebut mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka 








        Gambar 2.1 






 Sumber: Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2002:5) 
1. Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu 
kebijakan, program dan aktivitas. 
2. Output merupakan hasil atau nilai tambah yang dicapai oleh kebijakan, 
program dan aktivitas. 
3. Sasaran antara (trougthput), analisis value for moner memerlukan data nput 
dan output yang memadai karena konsep 3E mempunyai kaitan erat dengan 
pengukuran output dan input. Sasaran antara dapat digunakan sebagai alat 
ukur jika data output yang sesungguhnya tidak tersedia. 
4. Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. 
Penetapan dan pengukuran terhadap outcome sering kali lebih sulit 
disbanding penetapan dan pengukuran terhadap input dan output. 
 Konsep 3E dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya 
input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai 
tujuan organisasi. Implementasi konsep 3E diyakini dapat memperbaiki 
akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. 
Efektif Efesien Ekonomis 




2.3.6 Teknik Pengukuran Kinerja 
1. Tingkat Ekonomis 
 Menurut Mahsun (2014:188), menjelaskan ekonomis (kehematan) sebagai 
tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau 
memperoleh sesuatu. Ekonomis berhubungan dengan biaya operasi (cost of 
operation). Untuk melihat seberapa besar tingkat ekonomis sebuah anggaran bisa 
dilihat dari berapa presentase tingkatan pencapaian. Tingkat ekonomis adalah 
mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan 
organisasi sektor publik. 
Tingkat ekonomis menurut Mahmudi (2010:84), dinyatakan dengan rumus 
berikut: 
Ekonomis  =
     
           
        
Keterangan: 
Input   : Realisasi anggaran pada setiap kegiatan 
Harga Input : Anggaran pada setiap kegiatan 
Kriteria ekonomis menurut Mahsun (2014: 186) adalah : 
1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti ekonomis.  
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti ekonomis 
berimbang.  







2. Tingkat Efisien 
 Menurut Mahsun (2014:189), menejelaskan efisien (daya guna) 
berhubungan dengan metode operasi (method operation). Proses kegiatan 
operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu 
mempergunakan sumber daya dana serendah-rendahnya. Efisien merupakan 
perbandingan antara output dengan input. 
Tingkat efisien menurut Mahmudi (2010:85), dinyatakan dengan rumus berikut: 
Efesien =  
      
     
      
Keterangan: 
Output  : Persentase hasil yang dicapai pada setiap kegiatan 
Input   : Persentase tingkat ekonomis 
Kriteria efisien menurut Mahsun (2014: 187) adalah : 
1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak efesien.  
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efesien berimbang.  
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) efesien. 
3. Tingkat Efektif 
 Di dalam bukunya, Renyowijoyo (2013:4) mengemukakan bahwa efektif  
merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. 
Mahmudi (2016: 21) Efektif merupakan perbandingan antara hasil yang 
diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Jika ekonomis berfokus 
pada input dan efisien pada output atau proses, sedangkan efektif berfokus pada 
outcome (hasil). Tingkat efektif diukur dengan cara membandingkan realisasi 




Tingkat Efektif dinyatakan dengan rumus berikut :  
Efektif  = 
       
      
      
Outcome  : Persentase hasil yang dicapai pada setiap kegiatan 
Output   : Persentase tingkat efisien 
Kriteria efektivitas adalah:  
1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak efektif.  
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x= 100%) berarti    efektivitas 
berimbang.  
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x> 100%) berarti efektif. 
2.4 Belanja  
 Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005, belanja adalah semua 
pengeluaran rutin dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana 
lancar dalam periode tahun anggaran.  
2.5 Anggaran  
 Menurut Governmental Accounting Standarts Board (GASB), anggaran 
merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang 
diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam 
periode waktu tertentu. 
 Anggaran merupakan rencana keuangan yang mencerminkan 
pilihan kebijakan suatu institusi atau lembaga tertentu untuk suatu periode 
di masa yang akan datang. Menurut Mulyadi (2010:24) anggaran 
merupakan suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur 




2.6 Kinerja Dalam Pandangan Islam 
Abdul Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa derajat atau 
tingkatan di neraka mengarah kebawah, sedangkan derajat disurga mengarah 
keatas (Tafsir Ibnu Katsir).  
Firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahqaaf  ayat 19:  
Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah 
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-
pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. (Surat Al-Ahqaaf ayat 19)”. 
 Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah pasti akan membalas setiap amal 
perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika 
seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang 
baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari 
kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya. 
Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-A’raaf ayat 39 : 
 Artinya : “Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara 
mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak mempunyai 
kelebihan sedikitpun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang 




 Ayat di atas menjelaskan bahwasanya segala kelebihan hanya milik Allah,  
oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubuddiyah saja, karena pekerjaan  
merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala (balasan) yang akan  kita  
terima. Dalam konteks ini, pekerjaan tidak hanya bersifat ritual dan ukhrowi, akan 
tetapi juga merupakan pekerjaan sosial yang bersifat duniawi. 
2.7 Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu 
Penelitian dan judul 
Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan dan Perbedaan 
Penelitian 
Demi Aulia Arfan 
 
Analisis Value for money 
dalam pengukuran kinerja 
Dinas Pertanian Daerah 
iIstimewa Yogyakarta 
Periode Tahun 2011-2012 
Hasil penelitian yang 
dilakukan  Dinas 
Pertanian Daerah 
iIstimewa Yogyakarta 
jika diukur dengan 
metode value for 
money kinerjanya 
ekonomis, efisien dan 
efisien. 
Perbedaannya terletak 
pada objek penelitian, 
objek penelitian 
sebelumnya dilakukan 
pada Dinas Pertanian 
Daerah iIstimewa 
Yogyakarta penelitian 
sekarang pada Dinas 





dengan konsep value for 
money 
Sri Kurnia (2016) 
Analisis kinerja keuangan 
dengan menggunakan 
metode value for money 
pada Badan Pengelola 
Keuangan Dan Aset Daerah 
Kota Palembang 
Hasil penelitian yang 
dilakukan Badan 
Pengelola Keuangan 
Dan Aset Daerah jika 
diukur dengan metode 
value for money 
kinerjanya sudah 
Ekonomis, efektif 
tetapi  tidak efisien. 
Perbedaannya terletak 
pada objek penelitian, 
objek penelitian 
sebelumnya dilakukan 
pada Badan Pengelola 
Keuangan Dan Aset 
Daerah sedangkan 
penelitian sekarang pada 













sama- sama meneliti 
dengan konsep value for 
money  
 
Endang purwanti( 2018 ) 
 
Analisis kinerja organisasi 
sektor publik dengan 
pendekatan Value For 
Money 
Hasil penelitian yang 
dilakukan Dinas 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan jika diukur 
dengan metode value 
for money kinerjanya 
sudah Ekonomis, 
efektif dan efisien. 
Perbedaannya terletak 
pada objek penelitian, 
objek penelitian 
sebelumnya dilakukan 
pada Dinas Dinas 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Kabupaten 
Sleman sedangkan 
penelitian sekarang pada 
Dinas PUPR Provinsi 
Riau, Peneliti 
sebelumnya menganalisis 







sama- sama meneliti 
dengan konsep value for 
money 
Muhammad Rizki (2014) 
Pengukuran kinerja atas 
pelaksanaan anggaran 
belanja dengan 
menggunakan metode value 
for money pada dinas pu. 




Hasil penelitian yang 
dilakukan badan 
pengelola keuangan 
dan aset daerah jika 
diukur dengan metode 
value for money 
kinerjanya sudah 
Ekonomis, efisien 
tetapi kurang efektif. 
Perbedaannya terletak 
pada objek penelitian, 
objek penelitian 
sebelumnya dilakukan 
pada Dinas PU. Bina 
Marga Kabupaten Muara 
Enim sedangkan 
penelitian sekarang pada 









dengan konsep value for 
money  
Khalimatus Sya’diyah, 
Widya Susanti, Ali Rasyidi 
 
Analisis value for money 
dalam pengukuran kinerja 
keuangan pada badan 
penanggulangan bencana 
daerah kabupaten sidoarjo 
Hasil penelitian yang 
dilakukan badan 
pengelola keuangan 
dan aset daerah jika 
diukur dengan metode 
value for money 
kinerjanya sangat 
ekonomis, sangat 
efektif dan cukup 
efisien. 
Perbedaannya terletak 
pada objek penelitian, 
objek penelitian 
sebelumnya terletak pada 
daerah Kabupaten 
Sidoarjo sedangkan 
sekarang terletak pada 











sama- sama meneliti 




Analisis kinerja berbasis 
konsep value for money 
pada  kegiatan fisik 
pekerjaan irigasi donggala 
kodi (Study di Dinas 
Pekerjaan Umum Kota 
Palu)   
 
Hasil penelitian yang 
dilakukan Dinas 
pekerjaan umum dan 
kota palu jika diukur 
dengan metode value 
for money kinerjanya 
sangat ekonomis,  
efisien dan sangat 
efektif 
Perbedaannya terletak 
pada objek penelitian, 
objek penelitian 
sebelumnya dilakukan 
pada Dinas pekerjaan 
umum dan kota palu 
sedangkan penelitian 
sekarang pada Dinas 
PUPR  Provinsi Riau, 
penelitian sebelumnya 
menganalisis kegiatan 








sama- sama meneliti 








3.1 Jenis Penelitian 
  Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus. Penelitian 
ini dilakukan secara langsung dengan cara mengamati objek tertentu dan dengan 
waktu yang telah ditentukan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana 
kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, sehingga hasil 
dan kesimpulan yang diambil hanya berguna bagi objek yang diteliti. 
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian untuk 
memperoleh data yang berasal dari responden.Adapun lokasi penelitian ini 
adalah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yang 
terletak di Jalan SM Amin N0 9A, Simpang Baru, Kec.Tampan, Kota 
Pekanbaru, Riau. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada pertengahan bulan April sampai bulan Agustus 
2020 
3.3 Subjek dan Objek Penelitian 
1. Subjek penelitian 
Subjek penelitian pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang mampu 




Bagian Keuangan, Sub bagian Program dan Sub bagian Bidang pembangunan 
jalan dan jembatan. 
2. Objek Penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah data capaian target dan realisasi anggaran 
belanja yang terdapat pada Laporan Kinerja Instamsi Pemerintah (LKjiP) 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau tahun anggaran 
2019. 
3.4 Operasional Variabel 
 Variabel dalam penelitian ini adalah Value for Money.Value for Money 
merupakan konsep pengukuran kinerja atas pelaksanaan anggaran pada Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yang berdasarkan pada tiga 
elemen yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. 
Suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cara 




Variabel Defenisi Indikator 
Anggaran belanja Dinas 
Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Provinsi 
Riau. 
Suatu rencana kerja 
yang dibuat dan 
digunakan oleh Dinas 
Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 
Provinsi Riau. 
Anggaran belanja dan 
realisasi periode 2019. 
Pengukuran kinerja 














tujuan dan sasaran 
yang telah ditentukan 
senelumnya melalui 




















pendapatan  >100% 
 
3.5 Data yang Dibutuhkan 
1. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. 
a. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 
b. Visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 
c. Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 
d. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 
2. Laporan kinerja kegiatan pada bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan. 
3.6 Jenis dan Sumber data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah 
data keuangan berupa Laporan Kinerja Instantsi Pemerintah tahun 2019 




2. Sumber Data 
Data yang diambil oleh peneliti fokus pada tahun 2019. 
Sumber data yang diambil oleh peneliti berasal dari: 
a. Data Primer  
Data primer adalah sumber penelitian diperoleh peneliti secara 
langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data yang 
diperoleh secara langsung dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Provinsi Riau yaitu Laporan Rekapitulasi Realisasai Fisik dan 
Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Belanja APBD Provinsi Riau tahun 
2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara 
tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya 
berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam 
arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data dalam 
penelitian ini berupa gambaran umum  Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Provinsi Riau, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LKjiP) melalui media internet. 
3.7 Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data  dengan cara 
mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data 




Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yang di Laporan 
Rekapitulasi realisasai Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Belanja APBD 
Provinsi Riau tahun 2019. 
3.8 Teknik Analisis Data 
Analisis Pengukuran  Kinerja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Provinsi Riau dengan menggunakan metode value for money yang mengukur 
suatu kinerja organisasi dengan tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisien dan 
efektif. Dlalam penelitian ini menggunakan Laporan Rekapitulasi realisasai Fisik 
dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Belanja APBD Provinsi Riau tahun 2019. 
1. Tingkat ekonomis menurut Mahsun (2010: 84) adalah: 
Keterangan: 
Input   : Realisasi anggaran pada setiap kegiatan 
Harga Input : Anggaran pada setiap kegiatan 
Tingakat Ekonomis : 
Ekonomi  =
     
           
        
Kriteria ekonomis adalah:  
1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti ekonomis.  
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x= 100%) berarti ekonomis 
berimbang.  







2. Tingkat efisien menurut Mahmudi (2010:85) adalah : 
Keterangan: 
Output  : Persentase hasil yang dicapai pada setiap kegiatan 
Input   : Persentase tingkat ekonomis 
Efesien =  
      
     
      
Kriteria efisien menurut Mahsun (2014: 187) adalah : 
1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak efesien.  
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efesien 
berimbang.  
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) efesien. 
3. Tingkat Efektif dinyatakan dengan rumus berikut :  
Keterangan : 
Outcome : Persentase hasil yang dicapai pada setiap kegiatan 
Output  : Persentase tingkat efisien 
Efektif  = 
       
      
      
Kriteria efektif adalah:  
1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak efektif.  
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x= 100%) berarti efektif 
berimbang.  










Berdasarkan hasil analisis dengan metode value for money terhadap 
penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Pengukuran Ekonomis 
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 
ditinjau dari segi ekonomis menunjukkan hasil yang sudah ekonomis. Hasil 
tersebut disebabkan karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Provinsi Riau telah mampu mengelola keuangan dengan baik dan hemat. 
2. Pengukuran Efisien 
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau pada 
tahun 2019 ditinjau dari segi efisien menunjukkan hasil yang sudah efisien. 
Hasil tersebut disebabkan karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Provinsi telah mampu mengelola sumber daya dengan maksimal. 
3. Pengukuran Efektif 
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau pada 
tahun 2019 ditinjau dari segi efektif di analisis untuk total keseluruhannya 
menunjukkan hasil efektif, tetapi ada beberapa kegiatan yang tidak efektif 
sehingga efektivitas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Provinsi Riau  menunjukkan hasilnya tidak efektif karena Dinas Pekerjaan 





 Berdasarkan hasil analisis yang disimpulkan diatas ternyata kinerja 
Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bukan karena masalah 
efektif atau tidak efektif tetapi ada beberapa faktor lain yang disebabkan oleh 
fenomena alam dan perubahan iklim seperti curah hujan yang cukup tinggi, 
banjir, longor dan sebagainya serta terjadinya kelangkaan material, yang 
berakibat terhadap percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga beberapa 
kegiatan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, penulis 
mengajukan saran sebagai berikut. 
1. Bagi Dinas PUPR Provinsi Riau 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau diharapkan 
meningkatkan kembali kinerjanya dengan menyediakan material yang bagus 
dan menyediakan alat berat yang baru untuk pembangunan infrastuktur 
sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mencapai 
target yang telah ditetapkan. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya diharapkan menambah teknik pengumpulan data berupa 
wawancara sehingga dapat mengetahui informasi secara lebih luas dan 
mendalami mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya 
target yang telah ditetapkan dan kendala-kendala lainnya dalam pelaksanaan 
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